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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan PPN pada PT. Bintang 

Kharisma Jaya sudah sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku 

baik dalam tata caranya sampai pada waktu pelaporan SPT Masa PPN.Metode yang 

di gunakan adalah metode observasi langsung dan wawancara .Sumber data 

diperoleh melalui observasi langsung di PT Bintang Kharisma Jaya. Berdasarkan 

hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tata cara perhitungan, pemungutan, dan 

pelaporan PPN pada PT. Bintang Kharisma Jaya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku ,dan dapat disimpulkan berjalan baik tanpa 

adanya keterlambatan dalam pelaporan sehingga tidak ada sanksi yang diterima 

baik materil ataupun non materil. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang  

 

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun. Pajak memiliki peran yang berarti dalam 

menunjang serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia khususnya, 

mengingat cukup penting dan besarnya peran pajak penerimaan dalam bidang pajak 

perlu ditingkatkan. Salah satu sumber penerimaan kas Negara terbesar adalah dari 

sektor pajak, dan memberikan sumbangan yang sangat besar dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Peraturan yang mengatur tentang 

ketentuan umum perpajakan dan tata cara perpajakan bagi wajib pajak terkandung 

dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009. Dalam pelaksanaanya, pemerintah 

memperhitungkan besar tarif pajak, jenis pajak, serta pihak mana saja yang 

diwajibkan membayar pajak. Untuk mendapatkan pajak-pajak tersebut dari para 

wajib pajak, maka diterapkanlah sistem pemungutan pajak yang terdapat di 

Indonesia. Sistem pemungutan pajak di Indonesia sendiri memiliki tiga sistem 

dalam pemungutan perpajakannya, dari semua yang ada adalah : 

A. Official assessment system 

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah ( 

petugas pajak ) untuk menentukan besarnya pajak terhutang wajib pajak. 

Sistem pemungutan pajak ini sudah tidak berlaku lagi setelah reformasi 
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perpajakan pada tahun 1984. Ciri-ciri system pemungutan pajak ini adalah 

pajak terhutang dihitung oleh petugas pajak, wajib pajak bersifat pasif, dan 

hutang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terhutang 

dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak. 

B. Withhoding tax 

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak lain atau 

pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terhutang 

oleh wajib pajak. Pihak ketiga disini adalah pihak lain selain pemerintah 

dari wajib pajak 

C. Self assessment system 

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak 

untuk menghitung sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terhutang yang 

seharusnya dibayar. Ciri-ciri system pemungutan pajak ini adalah (i) pajak 

terhutang dihitung sendiri oleh wajib pajak, (ii) wajib pajak bersifat aktif 

dengan melaporkan dan membayar sendiri pajak terhutang yang seharusnya 

dibayar, (iii) pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak 

setiap saat kecuali oleh kasus-kasus tertentu saja sepertiwajib pajak 

terlambat melaporkan atau membayar pajak terhutang atau terdapat pajak 

yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar. 

 

 

 



   3 
 

 
 

PT Bintang Kharisma Jaya adalah badan usaha milik swasta yang bergerak di 

bidang penjualan kendaraan bermotor yang melayani penjualan sepeda motor, 

penjualan sparepart dan jasa service sepeda motor. Dalam diterapkannya Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) wajib melakukan Perhitungan, Pemungutan dan 

Pelaporan. Untuk melakukan hal tersebut dalam Perhitungan,Pemungutan dan 

Pelaporan harus menggunakan sistem yang ada berdasarkan Undang-Undang dan 

peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. PT Bintang Kharisma Jaya  dalam 

melaksanakan kewajiban pembayaran atas Pajak Pertambahan Nilai memerlukan 

prosedur yang ada agar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tercapai. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas tentang “Tata 

Cara Perhitungan, Pemungutan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas 

Penjualan Kendaran Bermotor Pada PT Bintang Kharisma Jaya” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah yang akan penulis 

bahas pada tugas akhir ini yaitu bagaimana cara PT Bintang Kharisma Jaya dalam 

melakukan tata cara perhitungan, pemungutan dan pelaporan Pajak Pertambahan 

Nilai atas Penjualan Kendaraan Bermotor. 

1.3 Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan penulisan laporan akhir ini untuk mengetahui bagaimana tata cara 

perhitungan, pemungutan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas kendaraan 

bermotor pada PT Bintang Kharisma Jaya sesuai dengan prosedur yang ada. 
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1.4 Manfaat Penulisan 

Hasil laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

dalam tata cara perhitungan, pemungutan dan pelaporan Pajak Pertambahan 

Nilai 

 

b. Bagi Praktisi 

Menambah Refrensi informasi dan pengetahuan mengenai Pajak 

Pertambahan Nilai untuk bahan penelitan selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Pengetahuan Umum Tentang Pajak 

 

2.1.1 Pengertian Pajak  

Pajak merupakan pungutan wajib berupa iuran yang dibayarkan rakyat untuk 

negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. 

Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara 

langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk 

kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk 

melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 

Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-

undang. Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

2.1.2 Fungsi Pajak 

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan 

fungsi regularend (pengatur) 
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A. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) 

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu 

sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baikrutin 

maupun pembangunan 

B. Fungsi Regularend (Pengatur) 

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk 

mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan 

ekonomi serta mencapai tujuan tujuan tertentu  diluar bidang keuangan 

 

2.1.3 Subjek Pajak  

A. Wajib Pajak 

Wajib Pajak orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, 

dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.Wajib Pajak adalah 

orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk 

pemungutan pajak atau pemotong pajak tertentu.Wajib pajak bisa berupa wajib 

pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Wajib pajak pribadi adalah setiap orang 

pribadi yang memilki penghasilan di atas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP). 

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong 

pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Resmi (2018). 
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B. Pengusaha Kena Pajak  

Orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau 

pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, 

melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar 

daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah 

pabean yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau 

penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha 

yang melakukan penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP yang dikenai pajak 

berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai. Resmi (2019) 

2.2  Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

2.2.1 Definisi Pajak Pertambahan Nilai 

Menurut penjelasan atas UU No. 42 Tahun 2009  

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah 

Pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi 

2.2.2 Dasar Hukum dan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 

Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 

1983 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai kemudian di ubah menjadi 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, 

dan yang terakhir diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang 

dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Aturan pelaksanaan terakhir 

diatur pada Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009. 
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2.2.3 Subjek Pajak Pertambahan Nilai 

Subjek PPN adalah Pengusaha Kena Pajak, yaitu pengusaha yang melakukan 

penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai 

pajak berdasarkan Undang-undang PPN, tidak termasuk pengusaha kecil yang 

batasannya ditetapkan oleh Menteri sebagai Pengusaha kena Pajak. (Pasal 1 angka 

15 UU PPN). Berdasarkan Pasal 18 Undang-undang PPN mengenai ketentuan 

peralihan, yaitu berdasarkan PP Nomor 22 tahun 1995, PP Nomor 28 tahun 1988 

serta PP Nomor 75 tahun 1991 yang dapat disebutkan beberapa contoh yang 

termasuk Pengusaha Kena Pajak sebagai subjek PPN, yaitu: 

1. Pabrikan 

2. Importir 

3. Agen utama atau penyalur utama 

4. Pengusaha pemegang hak paten atau merek dagang Barang Kena Pajak 

5. Pedagang besar 

6. Eksportir 

7. Pemborong atau kontraktor. 

8. Pedagang eceran besar (peritel) 

 

2.2.4 Objek Pajak Pertambahan Nilai 

Menurut Waluyo (2004) dan berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 

pasal 4 menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas: 

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan 

oleh pengusaha 

2. Impor Barang Kena Pajak 
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3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan 

pengusaha 

4. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah 

pabean  

5. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak 

6. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak 

7. Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak 

2.3 Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) 

2.3.1 Tarif Pajak Pertambahan Nilai 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 Pasal 7 Undang-Undang Pajak 

Pertambahan Nilai Tarif PPN adalah 10%. Dengan peraturan pemerintah, tarif 

pajak 10% tersebut dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5% dan setinggi-

tingginya 15%. Tarif PPN atas ekspor Barang Kena Pajak adalah 0%. 

 

2.3.2 Dasar Pengenaan Pajak 

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adlah jumlah Harga Jual atau Penggantian atau Nilai 

Impor atau Nilai lain yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 

2009 Pasal 1 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang dipakai sebagai dasar 

untuk menghitung pajak yang terutang. Dasar Pengenaan Pajak adalah dasar yang 

dipakai untuk menghitung pajak yang terutang yaitu: 

1. Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta 

atau seharusnya diminta oleh penjualan karena penyerahan Barang Kena 

Pajak, tidak termasuk PPN dan PPnBM dan potongan harga yang di 

cantumkan dalam Faktur Pajak. 



   10 
 

 
 

2. Penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta 

atau seharusnya diminta oleh pemberi Jasa karena penyerahan Jasa Kena 

Pajak tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-Undangan 

potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.  

3. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea 

masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan 

dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk impor Barang kena 

Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang 

dipungutmenurutUndang-undangan PPN dan PPnBM. Nilai impor yang 

menjadi dasar DPP adalah harga patokan Impor atau Cost Insurance and 

freight (CIF) sebagaimana dasar perhitungan bea masuk ditambah dengan 

semua biaya dan pungutan lain menurut ketentuan perundang-undangan 

Pabean. 

4. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta 

atau seharusnya diminta oleh eksportir. 

5. Nilai lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai dasar penggunaan 

pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan. 

 

2.4 Pajak Masukan dan Pajak Keluaran 

2.4.1 Pengertian Pajak Masukan 

Pajak masukan adalah PPN yang telah dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak pada 

saat pembelian barang atau jasa kena pajak dalam masa pajak tertentu.Pajak 

masukan dijadikan kredit pajak oleh Pengusaha Kena Pajak untuk 

memperhitungkansisa pajak terutang 
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2.4.2 Pengertian Pajak Keluaran 

Pajak keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena 

Pajakyang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, 

ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud atau 

ekspor jasa kena pajak 

2.5 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai 

2.5.1 Penyetoran PPN 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Undang-Undang Pajak 

Pertambahan Nilai Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dilakukan selambat- 

lambatnya akhir bulan berikutnya.Surat Setoran Pajak adalah suratyang oleh Wajib 

Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang 

terutang ke kas negara melalui kantor pos dan atau bank badan usaha milik negara 

atau bank badan usaha milik daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk 

oleh Mentri Keuangan. Berdasarkan Undang-Undang KUP Pasal 2A, PPN atau 

PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak harus disetor paling lama akhir bulan 

berikutnya setelah masa pajak berikutnya dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa 

PPN disampaikan. 

 

2.5.2 Pelaporan PPN 

Dalam hal melakukan Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dalam 

Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 

pelaporan dilakukan paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya 

Masa Pajak. Berdasarkan UU KUP Pasal 7 Ayat (1a) Pengusaha Kena Pajak wajib 

melaporkan PPN atau PPnBM yang telah disetor sebagaimana yang dimaksud 
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dalam Pasal 2 ayat (13) dan ayat (13a) serta pasal 2A, dengan menggunakan Surat 

Pemberitahuan Masa PPN ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena 

Pajak dikukuhkan, paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. 

2.6 Pengertian SPT 

Pengertian Surat Pemberitahuan Masa (SPT) Pasal 1 angka 11 Undang – Undang  

No.16 Tahun 2009 adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk 

melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek 

pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 

undangan perpajakan. 

 

2.6.1 Fungsi SPT 

Dalam penjelasanpasal 3 ayat (1) UU No. 16 tahun 2009,fungsi SPT dapat dilihat 

dari tiga sisi, yaitu sebagai berikut:  

1.  Wajib Pajak Penghasilan  

a. Sarana untuk melapor dan mempertanggungjawabkan perhitungan pajak yang 

sebenarnya terutang  

b. Melapor pembayaran/pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau    

melalui pemotongan/pemungutan pihak laindalam satu tahun pajak/bagian tahun 

pajak 

c.   Melaporkan pembayaran dari pemotong/pemungut tentang 

pemotongan/pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak, sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

2. Pengusaha Kena Pajak  

a. Sarana untuk melapor dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak 
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Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang 

sebenarnya terutang.  

b.  Melaporkan tentang pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran  

c. Melaporkan tentang pembayaran/pelunasan pajak yang telah dilaksanakan 

sendiri oleh PKP atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.  

3. Pemotong/Pemungut Pajak Sebagai sarana melapor dan  

 

mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong/dipungut dan disetorkannya. 

 

 

2.6.2 Jenis SPT 

Jenis SPT dapat dilihat dari dua klasifikasi,  

yaitu:  

1. Berdasarkan bentuk dibagi dalam dua jenis 

a. SPT berbentuk formulir kertas, dan  

b. e-SPT  

         2. Berdasarkan waktu pelaporan dibagi dalam dua jenis  

a. SPT Masa, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk 

melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam 

suatu masa pajak. 

b. SPT Tahunan, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk 

melaporkan perhitungan  dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam 

suatu tahunan pajak 
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2.7 Saat dan Tempat Pajak Terutang 

Menurut Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 Pasal 11 Ayat 1 Undang-Undang 

Pajak Pertambahan Nilai, terutang pajak terjadi saat: 

1. Penyerahan Barang Kena Pajak. 

 

Terutamanya Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak 

dapat terjadi sepertiberikut: 

a. Pada saat dilakukan penyerahan Barang Kena Pajak. 

b. Pajak Pertambahan Nilai terutang pada saat barang diserahkan oleh 

penjual kepada pembeli, meskipun pembayaran atas penyerahan barang 

tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya diterima. 

Pada saat pembayaran sebelum penyerahan Barang Kena Pajak PPN juga dapat 

terutang pada saat pembayaran diterima sebelum terjadi penyerahan Barang Kena 

Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, atau apabila pembayaran 

dilakukan sebelum dimulai pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau 

Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean, saat terutangnya pajak adalah pada saat 

pembayaran. 

2. Impor Barang Kena Pajak. 

3. Terutang Impor Barang Kena Pajak adalah saat Impor Barang Kena Pajak dilakukan, 

yaitu saat Pemberitahuan Impor Barang ditandatangani, sehingga saat Pemungutan 

PPN dan PPnBM dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai sesuai saat 

Pemberitahuan Impor Barang ditandatangani. 

4. Penyerahan Jasa Kena Pajak. 

5. Terutangnya PPN atas Jasa Kena Pajak adalah pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak 

dilakukan. 
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6. Penyerahan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean. 

7. Terutang PPN atas barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah didalam 

daerah pabean adalah pada saat barang kena pajak tidak berwujud tersebut 

dimanfaatkan oleh pengusha kena pajak, yaitu pada saat terjadinya penyerahan 

tid1ak berwujud tersebut. 

8. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean. 

9. Terutang PPN atas jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean 

adalah pada saat pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah Pabean, yaitu pada saat 

terjadinya penyerahan jasa kena pajak dari luar darerah pabean. 

10. Ekspor Barang Kena pajak Berwujud, Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, 

atau Jasa kena pajak.  

11. Terutangnya PPN pada saat ekspor adalah pada saat ekspor dilakukan, yaitu 

pada saat dokumen pemberitahuan ekspor barang ditandatangani. 

2.8 Faktur Pajak 

Menurut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai No.42 Tahun 2009 pasal 1 ayat 

23, Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena 

Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena 

Pajak.Faktur Pajak dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai No.42 Tahun 

2009 telah diubah tepatnya pada Pasal 12 ayat 7 dimana Faktur Pajak sederhana 

telah dihapus.Sehingga dalam Pasal 13 ayat 1 Undang-undang No.42 Tahun 2009 

dan per-13/PJ/2010 hanya ada Faktur Pajak saja sebagai berikut : 

Faktur Pajak adalah faktur yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak pada saat 

melakukan Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.Faktur pajak 

dibuat sekurang-kurangnya rangka 2 (dua), yaitu 
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1. Lembar ke-1 : Untuk pembelian Barang Kena Pajak atau yang 

menerima  Jasa kena Pajak sebagai bukti Pajak Masukan. 

2. Lembar ke-2 : Untuk Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan atau  membuat 

Faktur Pajak sebagai bukti Pajak Keluaran. 

Dalam pembuatan Faktur Penjualan yang menurut keterangan dan 

pengisiannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yaitu Pasal 13 Ayat (4) dan 

(5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Dalam Faktur Pajak Standar 

harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP atau JKP yang 

memuat : 

1. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyerahkan 

Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. 

2. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembeli Barang Kena 

Pajak atau Jasa atau Jasa Kena Pajak. 

3. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau pengganti atau potongan 

harga. 

4. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut 

5. PPnBM yang dipungut 

6. Kode nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak. 

7. Nama, Jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur 

 

2.8.1 Saat Pembuatan Faktur Pajak 

Dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Pasal 13 Ayat 1A Undang-Undang 

Pajak Pertambahan Nilai saat pembuatan faktur pajak harus dibuat pada saat: 

1. Saat Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa kenaPajak. 
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2. Saat penerimaan pembayaran, dalam hal penerimaan pembayaran terjadi 

sebelum penyerahan Barang Kena Pajak. 

3. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagaian tahan 

pekerjaan. 

Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 

2.9 Sanksi Pajak Pertambahan Nilai 

Sanksi administrasi bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan 

pajak yaitu menyampaikan SPT dapat berupa denda sebagaimana diatur dalam 

Pasal 7 UU KUP atau berupa kenaikan sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat 3 

UU KUP. 

 

1. Sanksi administrasi berupa denda 

Bagi Pengusaha Kena Pajak yang tidak menyampaikan SPT Masa PPN 

sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dapat dikenai sanksi  

administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000,00 

2. Sanksi administrasi berupa kenaikan 

Sanksi administrasi berupa kenaikan dapat dikenakan melalui 

penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) apabila Surat 

Pemberitahuan tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana 

ditentukan dalam Surat Teguran (Pasal 13 ayat 1 huruf b UU KUP).Dari 

jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang 

diterbitkan ditambah  dengan sanksi administrasi berupa kenaikan 

sesuai dengan pasal 13 ayat 3 UU KUP yaitu sebesar 100% (seratus 
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persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 

penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang bayar. 

Keterlambatan penyetoran PPN terutang dapat dikenai sanksi 

administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang 

dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal 

pembayaran dan bagian dari  bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 
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BAB III 

METODE PENULISAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penulisan ini diperoleh dengan mempelajari literature-literature,karangan ilmiah 

dan buku-buku lain yang berhubungan dengan penulisan laporan.Tujuannya adalah 

mengkaitkan teori yang sudah dipelajari dengan fakta yang ditemukan di lapangan. 

3.2 Sumber Data 

Sumber Data Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek 

dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua 

sumber data yaitu : 

a. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti 

dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam 

penelitian ini adalah PPN penjualan unit kendaraan bermotor 

b. Sumber data skunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti 

sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun 

dalam bentuk dokumen-dokumen. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Pada tahap ini penulis memperoleh dan mengumpulkan data dan informasi yang 

dibutuhkan, dengan metode yang digunakan adalah  
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1. Metode Observasi. 

Observasi disebut juga pengamatan yaitu memperoleh data dengan cara 

pengamatan langsung di PT Bintang Kharisma Jaya Bandar Lampung.Dari 

hasil pengamatan tersebut kemudian dilakukan terhadap objek yang diteliti 

2. Metode Wawancara. 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menanyakan langsung kepada  

karyawan yang berwenang untuk mengetahui tata cara serta prosedur 

administrasi perusahaan. 

3.4 Objek Kerja Praktik 

3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

Untuk memproleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan  

tugas akhir ini, penulis melakukan kerja praktik di PT Bintang Kharisma  

Jaya dan waktu kerja praktik yang dilakukan dalam satu periode yaitu dari  

tanggal 07 Januari 2020 sampai dengan 14 Ferbruari 2020. Hari kerja yang  

berlaku dari harisenin sampai dengan sabtu dan waktu pelaksanaan kerja  

praktik dimulai pukul 08:00 sampai dengan 17:00 WIB. 

3.5 Gambaran Umum Perusahaan 

A. Profil Singkat 

Nama        : PT Bintang Kharisma Jaya Kantor Cabang Bandar Lampung 

Alamat      : Jalan Soekarno Hatta No.5A(Bypass),TanjungSenang, 

                   Bandar Lampung 

 

B. Sejarah Perusahaan 

dipimpin oleh Alexander Lunardi yang sudah berpengalaman lebih dari 25 tahun 
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bekerja di perusahaan Astra Grup dalam industri otomitif dan tim manajemen 

handal dengan latar belakang internasional. Bintang Motor selalu berusaha untuk 

memberikan PT Bintang Kharisma Jaya adalah salah satu dealer motor Honda anak 

cabang Bintang Motor milik Alexander Lunardi. Bintang Motor solusi yang terbaik 

bagi konsumennya.Bintang Motor berdiri sejak tahun 2001 yang berlokasi di 

Cibinong, hingga tahun 2012 sudah menjadi Grup Dealer 5 Besar di Indonesia. 

Bintang Motor Grup mulai didirikan di Cibinong sejak tahun 2001.Kemudian pada 

tahun 2003 mendirikan anak cabang di Cikarang.Selanjutnya, tahun 2004 mulai 

beroperasi di Bandarlampung dan Depok.Pada tahun 2006 berkembang diCirebon, 

Lampung Timur, Bekasi, dan Palembang. Bintang Motor Grup terus berkembang 

hingga kembali mendirikan anak cabang di Jakarta pada tahun 2008, dan tahun 

2010 memiliki anak cabang di Tangerang dan Bandung.Bintang Motor Grup 

kemudian terus berkembang dan mendirikan anak cabang pada tahun 2011 di 

Bengkulu,Tanggamus, Lahat, Sekayu, Bone, Makassar, Palopo, dan 

Pontianak.Tahun 2012 mendirikan anak cabang di Sungai Pinyuh, selanjutnya 

mendirikan anak cabang di Tambun dan Jatiasih pada tahun 2013. Tahun 2014 

Bintang Motor sudah memiliki jaringan pada 8 provinsi diIndonesia.Untuk semakin 

mendekatkan diri kepada para konsumen setia Bintang Motor, Bintang Motor yang 

sudah lebih dulu ada dalam bentuk Showroom Konvensional kini juga hadir dalam 

bentuk Showroom Online (Virtual) dimana dengan melalui showroom online ini 

konsumen sudah bisa melihat semua produk Motor Honda yang dijual beserta 

spesifikasi, harga dan simulasi kredit yang di-update setiap bulannya. Melalui 

showroom online ini konsumen bisa langsung memesan Motor Honda impian 

konsumen dengan cara yang sangat mudah, proses cepat dan lebih hemat waktu 
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maupun biaya karena konsumen tidak perlu jauh-jauh datang ke showroom/dealer, 

konsumen cukup membuka website Bintang Motor dari smartphone atau komputer 

dengan mengetik www.bintangmotor.com. Bintang Motor adalah tempat yang luar 

biasa untuk bekerja dengan orang-orang hebat, lingkungan yang baik, dukungan 

ekstensif bagi karyawan, dan kesempatan untuk menjadi bagian dari inovasi yang 

membuat perbedaan nyata dalam hidup jutaan manusia di dunia.Sumber Daya 

Manusia yang dibutuhkan adalah seseorang yang kreatif, kompetitif, dan inovatif 

dengan sistem karir yang Internally Fair dan ExternallyCompetitive. PT Bintang 

Kharisma Jaya merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang 

penjualan (H1), pemeliharaan (H2), dan suku cadang (H3).PT Bintang Kharisma 

Jaya didirikan pada 1 Agustus 2004 yang bertempat di Jalan Soekarno Hatta No. 5 

A (Bypass), Tanjung Senang, Bandarlampung. Jumlah karyawan PT Bintang 

Kharisma Jaya yaitu sebanyak 52 orang, yang tebagi dalam: bagian penjualan, 

bagian pemeliharaan, dan suku cadang. 

C. Visi dan Misi 

Visi 

Menjadi dealer terbaik dan menjadi nomor satu dihati para pengguna sepeda motor 

Honda dalam distribusi dan purna jual sepedamotor. 

Misi 

Memberikan pelayanan yang terbaik dan dapat diandalkan kepada seluruh 

konsumen, baik dalam pembelian atau purna jual, serta memberikan nilai tambah 

kepada pemegang saham, karyawan dan rekan bisnis 

 

 

https://www.bintangmotor.com/
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D. Struktur Organisasi PT Bintang Kharisma Jaya Kantor Cabang 

Bandar Lampung 

Dalam menjalankan sebuah organisasi perusahaan, perlu adanya penyusunan 

struktur agar terciptanya koordinasi yang baik.Seluruh karyawan PT Bintang 

Kharisma Jaya dilengkapi dengan uraian tugas, kewenangan memutuskan 

pengeluaran, dan jasa lain. Selain itu karyawan bertanggung jawab kepada kepala 

bagian sedangkan kepala bagian bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sumber: Data Profil PT Bintang Kharisma Jaya 

KEPALA CABANG 

PIC CRM 

ADMIN 

CRM H2 

ADH 

Sales Supervisor 

Kepala Bengkel 

KEPALA 

MEKANIK 

SERVICE 

ADVISOR 

MEKANIK 

FRONTDESK 

PARTMAN 

SALES 

COUNTER 

SALES MAN 

SALES 

TRAINE 

KASIR ADMIN 

PDI 

DRIVER 

OB 
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Berdasarkan struktur organisasi PT Bintang Kharisma Jaya Bandar lampung pada 

gambar diatas, berikut deskripsi jabatan dan tugas tiap bagiannya: 

1. Kepala Cabang (BranchHead) 

a. Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan dealer dandireksi. 

b. Membuat kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan dalam mengejar target 

c. Melakukan evaluasi kerja terhadap karyawan. 

d. Menolak atau menerima pengajuan kredit sepeda motor. 

e. Melakukan evaluasi kerja terhadap karyawan. 

f. Menolak atau menerima pengajuan kredit sepeda motor. 

g. Melakukan evaluasi kerja terhadap karyawan. 

h. Menolak atau menerima pengajuan kredit sepeda motor. 

i. Melakukan evaluasi kerja terhadap karyawan. 

j. Menolak atau menerima pengajuan kredit sepeda motor. 

2. PIC CRM (Person In Charge Customer Relationship Management) 

a. Menawarkan motor kepada konsumen 

b. Mengingatkan waktu service 

3. ADM CRM H2 (Admin CRMH2) 

a. Bertanggung jawab atas keluar pelayanan bengkel dan perawatan, dimana 

melayani One Stop Service untuk perawatan atau perbaikan ringan dan berat. 

4. ADH (Administration Department Head) 

a. Membuat laporan administrasi unit, administrasi servis, dan kas yang ada 

pada cabang harus dengan persetujuan kepala administrasi. 

b. Bertanggung jawab secara tidak langsung kepada kepala cabang. 
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c. Bertanggung jawab secara langsung kepada accounting pusat. 

5. Admin 

a. Memasukkan database dari konsumen pada setiap sales. 

b. Membantu seluruh aktivitas sales dalam bidang administrasi seperti 

monitoring sejauh mana produk siap untuk diserahkan kepada konsumen. 

c. Membuat report aktivitas sales setiap hari, setiap minggu bahkan setiap bulan. 

6. P.D.I (Pre Delivery Inspection) 

a. Melakukan pengecekan kelengkapan dan kondisi sebuah kendaraan dari 

showroom/dealer sebelum kendaraan dikirim ke konsumen. 

7. Driver 

a. Mengambil sepeda motor dari gudang bengkel. 

b. Mengirim sepeda motor kepada konsumen. 

8. OB (OfficeBoy) 

a. Merapikan dan membersikan kantor dan ruangan 

9. Kasir 

a. Bertanggung jawab atas segala transaksi pembayaran. 

b. Menerima uang setoran hasil penjualan sepedamotor. 

c. Memberi laporan rinci kepada administrasi atas pemasukan dan pengeluaran 

transaksi dibengkel. 

d. Membukukan pemasukan dan pengeluaran kas keperusahaaan. 

e. Mengelola arsip dokumen yang berkaitan dengankasir. 

10. Sales Supervisor 

a. Bertanggung jawab langsung terhadap seluruh kegiatan dealer. 

b. Memberikan pengarahan kepada karyawan tentang tugas yang harus 
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dikerjakan Counter 

c. Melayani konsumen yang datang langsung ke showroom untuk membeli 

sepeda motor. 

d. Memberikan informasi-informasi yang penting tentang harga. 

e. Melayani pengajuan kredit sepeda motor. 

11. Salesman 

a. Melayani konsumen yang dating ke showroom maupun diluar showroom 

untuk membeli sepeda motor. 

b. Memberitahu informasi-informasi tentang sepeda motor dan tentang harga. 

c. Melayani pengajuan kedit sepedamotor. 

12. Salestraine 

a. Melayani konsumen yang datang ke showroom untuk membeli motor. 

b. Memberitahu informasi tentang sepeda motor dan tentang harga. 

13. Kepala Bengkel 

a. Memberikan laporan tentang pemeliharaan dan laporan tentang suku cadang. 

b. Bertanggung jawab terhadap kegiatan yang terjadi pada bengkel termasuk 

kegiatan administrasi. 

c. Bertanggung jawab merencanakan program pengembangan bengkel. 

14. Kepala Mekanik 

a. Bertanggung jawab atas kelancaran dan ketertiban area bengkel.  

b. Bertanggung jawab untuk memastikan untuk hasil kerja mekanik. 

c. Menerima dan memastikan kenyamanan konsumen dibengkel 

15. Service Advisor 

a. Bertanggung jawab melayani kebutuhan konsumen yang datang dan keluar 



   27 
 

 
 

bengkel dengan mendengarkan, menganalisa dan menjelaskan tentang 

kerusakan kendaraan. 

16. Mekanik 

a. Merawat dan memperbaiki sepeda motor konsumen yang masuk kebengkel. 

b. Memberikan kualitas terbaik dalam melakukan service motor. 

c. Memberikan penjelasan kepada konsumen tentang kerusakan-kerusakan 

yang terjadi pada sepeda motor konsumen. 

17. Frontdesk 

a. Mendaftarkan motor yang akan diservice. 

b. Membantu pembuatan invoice untuk pembayaran kekasir. 

c. Mencatat secara administrasi kegiatan yang ada dibengkel. 

d. Mencatat laporan keuangan setiap transaksi yang terjadi di dalam bengkel 

18. Partman 

a. Menyediakan suku cadang motor yang dibutuhkan mekanik dan konsumen. 

b. Bertanggung jawab atas keluar masuknya suku cadang di area gudang 

bengkel. 

 

E. Bidang Usaha Perusahaan 

Usaha yang dikelola oleh PT Bintang Kharisma Jaya bidang penjualan (H1) sepeda 

motor Honda, servis bengkel / pemeliharaan (H2), dan suku cadang (H3) sepeda 

motor Honda. 

1. Penjualan (H1) 

Dalam kegiatan usaha penjualan sepeda motor, PT Bintang Kharisma Jaya 

melayani penjualan kendaraan bermotor secara tunai maupun kredit. 
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a. PenjualanTunai 

Penjualan tunai yaitu sistem atau cara penjualan yang mengharuskan konsumen 

untuk membayar secara tunai sepeda motor yang dibelinya pada saat 

transaksipembelian. 

b. PenjualanKredit 

Penjualan kredit yaitu memberikan kesempatan kepada konsuemn untuk memiliki 

sepeda motor dengan membayar uang muka terlebih dahulu dan sisanya dibayarkan 

secara angsuran. 

2. Servis Bengkel / Pemeliharaan(H2) 

PT Bintang Kharisma Jaya juga melayani servis kendaraan bermotor merek Honda 

baik itu masih dalam masa garansi ataupun sudah tidak lagi bergaransi.untuk bagian 

sevis PT Bintang Kharisma Jaya ditangani oleh ahli yang sudah berpengalaman di 

bidang perbaikan dan perawatan sepeda motorHonda. 

3. Penjualan Suku Cadang / Spare Part(H3) 

PT Bintang Kharisma Jaya menjual suku cadang asli, bergaransi dan berkualitas 

baik.Hal ini dilakukan oleh PT Bintang Kharisma Jaya untuk memberikan suku 

cadang terbaik kepada para konsumen yang mambutuhkan suku cadang asli 

Honda.Perusahaan menetapkan kebijakan ini agar PT Bintang Kharisma Jaya dapat 

menjadi pilihan dan solusi yang baik bagi para konsumennya. Sebagai perusahaan 

yang baik dan memiliki tenaga ahli dalam penjualan, servis bengkel dan penjualan 

suku cadang. Tidak hanya itu, para staff administrasi PT Bintang Kharisma Jaya 

sudah melalui tahap pengujian sebagai staff administrasi yang profesional dengan 

melakukan pelatihan kepada seluruh karyawannya. Ini dilakukan agar tidak ada 

kesalahan dalam mengolah dan mengelola data penjualan sepeda motor kepada 
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konsumen yang dapat merugikan perusahaan. Memberikan pengarahan kepada para 

administrasi untuk mengetahui tipe dan harga motor agar mempermudah proses 

pengisian data konsumen dalam memberikan pelayanan yang baik. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

Tujuan penulisan laporan ini adalah untuk mengetahui apakah perhitungan, 

pemungutan dan pelaporan PPN sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Berdasarkan pembahasan sebelumnya tentang tata cara perhitungan,pemungutan 

dan pelaporan PPN pada PT Bintang Kharisma Jaya dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut,  

Perhitungan Pajak Pertambahan NIlai atas kegiatan penyerahan BKP yang 

dilakukan PT Bintang Kharisma Jaya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

yaitu Undang-Undang No 42 Tahun 2009. Tarif yang dikenakan sebesar 10% 

sesuai dengan Undang-Undang PPN Pasal 7 Ayat 1 dan telah sesuai dengan surat 

edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 32/PJ.3/1985 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai Dalam Tata Niaga Kendaraan Bermotor. Perhitungan PPN 

keluaran dan PPN Masukan yang dilakukan oleh PT Bintang Kharisma Jaya telah 

sesuai dengan ketentuian yang berlaku yaitu dengan mengkreditkan PPN Keluaran 

dan PPN Masukan sehingga nantinya akan didapatkan PPN terutang atau Kurang 

Bayar. Penerapan PPN dalam hal pemotongan,penyetoran dan pelaporan pada PT 

Bintang Kharisma Jaya pada bulan Desember 2019 telah sesuai dengan Undang-

Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang No.42 Tahun 2009. Mengenai batas 

waktu yaitu pada tanggal jatuh tempo 31 Januari 2020, dan tidak mendapat sanksi 
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keterlambatan pelaporan dan telah sesuai dengan peraturan perundang undangan 

yang berlaku yaitu Undang-Undang No.42 Tahun 2009.  

Penerapan Pemungutan PPN pada PT Bintang Kharisma Jaya telah sesuai 

berdasarkan pada Peraturan menteri Keuangan (PMK) yang mengatur tentang 

PPN. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan diatas, maka saran yang dapat 

diberikan berkaitan dengan judul yaitu PT Bintang Kharisma Jaya kedepannya 

agar tetap mempertahankan ketepatan waktu penyetoran dan pelaporan PPN 

sehingga terhindar dari sanksi denda keterlambatan. PT Bintang Kharisma Jaya 

hendaknya terus mengikuti perkembangan  peraturan perpajakan khususnya yang 

berkenaan dengan Pajak Pertambahan Nilai, mengingat peraturan perpajakan yang 

terus mengalami perubahan-perubahan mengikuti kondisi kehidupan dan 

perekonomian bangsa Indonesia 
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